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ABSTRAK

Pertumbuhan dan perkembangan pesat aktivitas lembaga keuangan
syari’ah di Indonesia saat ini, seperti asuransi syariah, pembiayaan syariah dan
lain sebagainya menuntut para praktisi, regulator, dan bahkan akademisi bidang
keuangan syariah untuk senantiasa aktif dan kreatif dalam rangka memberikan
respon terhadap perkembangan tersebut. Para praktisi dituntut melakukan
penciptaan berbagai produk; regulator membuat regulasi yang mengatur dan
mengawasi produk yang ditawarkan dan dilaksanakan oleh praktisi; dan
akademisi pun dituntut memberikan pencerahan dan tuntunan agar produk
maupun regulasi benar-benar tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syariah.

Salah satu parameter untuk menilai suatu produk apakah telah memenuhi
prinsip syariah atau tidak adalah dengan memperhatikan akad-akad dan berbagai
ketentuannya yang digunakan dalam produk tersebut. Dalam Fatwa-fatwa Dewan
Syari’ah Nasional tentang Asuransi Syariah tedapat konstruksi beberapa akad, di
antaranya terdapat akad tijarah, tabarru’, wakalah bil ujrah dan mudarabah
musytarakah.

Penyusun menulis skripsi yang berjudul, “Tinjauan tentang konstruksi
Akad Asuransi dalam Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama
Indonesia”. Apakah konstruksi akad tersebut merupakan akad ganda atau multi
akad ?, yang kini dalam peristilahan fikih muamalat kontemporer (fikih al-
mu’amalat al-maliyah al-mu’asirah) disebut dengan al-’uqdd al-murakkabah.
Bagaimana hukumnya transaksi dengan menggunakan akad ganda ?.

Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah, filosofis, yaitu
mendekati masalah berdasarkan pada magasid as-syari’ah (tujuan hukum) dengan
menggunakan teori-teori atau kaidah-kaidah ushul fikih dalam merumuskan dan
menetapkan suatu hukum. Sosiologis, yaitu berupaya memahami bahwa Fatwa-
fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Tentang Asuransi
Syariah yang merupakan produk dari interaksi sosial dan didasarkan atas
pertimbangan relevansi dengan perkembangan zaman dan kebutuhan manusia
akan transaksi dan akad-akad modern. Yuridis-normatif, Pendekatan yuridis untuk
melihat objek hukumnya, karena menyangkut dengan produk perundang-
undangan, yaitu mengenai Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Asuransi
Syariah dan merujuk kepada landasan normatif yang berupa nash (Al-Qur’an dan
As-Sunnah)dan pendapat para ulama.

Kesimpulan dari penulisan ini adalah, Konstruksi Akad Asuransi dalam
Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional, merupakan bentuk Akad ganda atau Multi
akad, dan hukumnya diperbolehkan, karena keharaman multi akad pada dasarnya
disebabkan oleh tiga hal; dilarang agama atau hilah karena dapat menimbulkan
ketidakpastian (garar) dan ketidakjelasan (jahalah), menjerumuskan ke praktik
riba, dan multi akad yang menimbulkan akibat hukum yang bertentangan pada
objek yang sama.
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MOTTO

Imam Syafi’| Rahimahullah, berkata.

“Barang siapa yang belajar Al-Qur’an,
Maka agunglah harga dirinya

Barangsiapa menulis hadits,
Maka kuatlah hujjahnya

Barangsiapa meneliti dalam fiqih,
Maka mulialah kemampuannya

Barangsiapa meneliti dalam bahasa,
Maka diperbudakkan kebiasaannya

Barangsiapa meneliti dalam berhitung,
Maka berhati-hatilah pendapatnya

Barangsiapa yang tidak menjaga dirinya,
Maka tidak akan bermanfaat ilmunya.”

“Mungkin kau pernah mengejar gunung yang diberkahi
la adalah gunung yang tertinggi di dunia.
Yang begitu kau mencapai puncaknya, engkau hanya punya satu
hasrat untuk turun kedalam dan hidup bersama mereka, hanya tinggal
dilembah terdalam.”

Khahlil Gibran
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PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi huruf-huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini
berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan

Nomor 0543b/U/1987.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama

\ Alif | Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan

< ba’ b be

< ta’ t te

< sa’ S es (dengan titik di atas)
d jim J je

C ha’ h ha (dengan titik di bawah)
< kha kh ka dan ha

. dal d de

3 zal z zet (dengan titik di atas)
D ra’ r er

J zai z zet

o sin S es

o syin sy es dan ye
o= sad S es (dengan titik di bawah)
o= dad d de (dengan titik di bawah)
- ta t te (dengan titik di bawah)
= za z zet (dengan titik di bawah)
d “ain ‘ koma terbalik di atas
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d gain 9 ge
< fa f ef
-«— « g « g
S kaf k ka
< lam I ‘el
J mim m ‘em
¢ nun n ‘en
o waw w w
3 ha’ h ha
° hamzah ‘ apostrof
‘ ya y ye
¢
Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis Rangkap
ERREAH ditulis Muta’addiaah
B ditulis ‘ldaah
Ta’ marbutahdi Akhir Kata
ErRAaEERis /7
ZPLEN ditulis Hikmah
e ditulis ‘tllah

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap

dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila

dikehendaki lafal aslinya).

IR AeRSee kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka

ditulis dengan £.
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LY A ditulis )
7 * Karamah al-auliya’
alls < ditulis
Suill 1S Zakah al-fitfi
Vokal Pendek
L fathah ditulis A
) ditulis
fa‘ala
L kasrah ditulis
K3 ditulis i
d h ituli .
e amma d!tul!s Zitkira
LAY ditulis
u
yazhabu
Vokal Panjang
1 Fathah + alif ditulis a
ERTEN ditulis Jahiliyyah
2 Fathah + ya’ mati ditulis a
. ditulis tansa
3 Kasrah + ya’ mati d!tUI!S I_
s ditulis karim
4 Dammah + wawu mati d!tUI!S o
A ditulis furud

U A

Vokal Rangkap
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1 Fathah + ya mati ditulis ar

aSin ditulis bainakum
2 Fathah + wawu mati ditulis au
Ja ditulis «g aul

Vokal Pendek yang IEGEaR-da@E=eatu Kata dipisahkan dengan apostrof

alil) ditulis a’antum
Gaac ditulis u’idaat
oSG Al ditulis la’in syakartum

Kata Sandang Alif + Lam

Qamariyyah maupun Syamsiyyah ditulis dengan

W ITEPINT TE——
COTR O 1T

menggunakan huruf — a/’

ol A Ditulis al-Qur’an

o Ll ditulis al-Qiyas
slasd) ditulis al-Sama’
el Ditulis al-Syams

Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

sl 5 Ditulis Zawi al-furud
Gl Ja ) Ditulis ahl al-sunnah




KATA PENGANTAR
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Do Wl aranl

Segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam, yang selalu memberikan
rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi
yang berjudul Konstruksi akad asuransi dalam fatwa-fatwa Dewan Syariah
Nasional Majelis Ulama Indonesia. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada
baginda Nabi besar Muhammad SAW, dan para sahabatnya yang senantiasa
menghidupkan sunnah-sunnahnya. Amin.

Skripsi yang penulis susun ini dalam rangka memenuhi tugas akhir dari
rangkaian proses perkuliahan yang penulis ikuti pada Fakultas Syariah, Jurusan
Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, juga merupakan sebagian syarat-
syarat yang harus dipenuhi oleh penyusun guna mamperoleh gelar sarjana strata
satu dalam bidang Ilmu Hukum Islam.

Dengan segala upaya dan pikiran penulis telah mengkajinya tetapi karena
keterbatasan kemampuan keilmuan yang penulis miliki, maka sangat mungkin

sekali terjadi adanya kekurangan serta kekhilafan di sana-sini. Oleh karena itu,
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BAB1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Asuransi sebagai salah satu lembaga keuangan yang bergerak dalam
bidang pertanggungan merupakan sebuah institusi modern hasil temuan dari dunia
Barat yang lahir bersamaan dengan adanya semangat pencerahan (renaissance).
Institusi ini bersama dengan lembaga keuangan bank menjadi motor penggerak
ekonomi pada era modern dan berlanjut pada masa sekarang. Dasar yang menjadi
semangat operasional asuransi modern adalah berorientasikan pada sistem
kapitalis yang intinya hanya bermain dalam pengumpulan modal untuk
kepentingan pribadi atau golongan tertentu dan kurang atau tidak mempunyai akar

untuk pengembangan ekonomi pada tataran yang lebih komprehensif.'

Dalam Pasal 246 KUH Dagang, asuransi atau pertanggungan merupakan
suatu perjanjian di mana seorang penanggung dengan menikmati suatu premi
meningkatkan dirinya kepada tertanggung untuk membebaskannya dari kerugian
karena kehilangan, kerusakan, atau ketiadaan keuntungan yang diharapkan akan
dideritanya karena kejadian yang tidak pasti.

Fungsi asuransi dewasa ini tidak dibatasi sebagai instrumen untuk
melindungi harta (sektor usaha) dan keluarga (jiwa), melainkan juga mengandung

investasi. Selama ini asuransi konvensional menginvestasikan dana yang

! AM. Hasan Ali, Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam (Jakarta: Kencana, 2004),
hlm. 55.



didapatkannya tanpa mempertimbangkan halal / haramnya, sehingga uang hasil
investasi yang diterima nasabah juga tidak terjaga kehalalannya. Ketidakhalalan
tersebut mencakup unsur-unsur maisir (perjudian, untung-untungan), garar
(ketidakpastian, ketidakjelasan) dan riba (bunga) baik pada akad maupun
operasionalisasinya

Lain halnya dengan Asuransi Syariah, asuransi dalam dunia Islam lebih
banyak bernuansa sosial daripada bernuansa ekonomi atau profit oriented
(keuntungan bisnis). Hal ini dikarenakan oleh aspek tolong menolong yang
menjadi dasar utama dalam menegakkan praktek Asuransi dalam Islam. Maka,
tatkala konsep Asuransi tersebut dikemas dalam sebuah organisasi perusahaan
yang berorientasi pada profit akan berakibat pada penggabungan dua visi yang
berbeda, yaitu visi sosial (social vision) yang menjadi landasan utama (eminent)
dan visi ekonomi (economic vision) yang merupakan landasan periferal.”

Pada zaman awal Islam, yaitu pada zaman Nabi Muhammad SAW dan
periode Islam berikutnya, belum dikenal institusi keuangan asuransi. Tidak ada
nass al-Qur’an atau Hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang teori dan praktek
operasional asuransi yang difahami seperti saat ini. Awalnya, wacana tentang
Asuransi Syariah termasuk dalam hukum Islam kontemporer, sebagai bagian dari
masalah fikih kontemporer. Asuransi Syariah memungkinkan untuk dikaji secara
ijtihad. Para ulama kontemporer bisa menerima praktek asuransi dengan catatan
tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam ajaran Islam. Dalam hal ini,

asuransi dapat diterima dan dijalankan setelah melalui penyesuaian-penyesuaian

? lbid,.



melalui proses “islamisasi”. Praktek yang tidak sesuai dengan Islam dikeluarkan
dalam operasional kegiatan Asuransi, seperti praktek riba (bunga), maisir, dan
gharar.

Penerimaan praktek asuransi di kalangan ulama dapat melalui institusi
ijtihad jama’i (kesepakatan bersama), seperti lembaga Fatwa yang ada dalam
Majelis Ulama Indonesia (MUI), MUI melalui Dewan Syariah Nasional (DSN),
telah mengeluarkan fatwa tentang pedoman umum Asuransi Syariah di Indonesia.
Tujuan adanya fatwa ini sebagai panduan awal operasional Asuransi Syariah di
Indonesia.’

Lahirnya Asuransi Syariah dilatarbelakangi oleh adanya keraguan umat
Islam terhadap produk Asuransi konvensional yang selama ini disinyalir
mengandung unsur garar, maisir, dan riba yang bertentangan dengan syariat
agama Islam. Mengingat Asuransi Syariah belum memiliki payung hukum yang
kuat sebagai dasar pijakan dalam menjalankan operasional kegiatannya, oleh
karena itu selain menggunakan Fatwa Dewan Syariah, Asuransi Syariah masih
tetap mengggunakan Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha
Perasuransian, meskipun undang-undang tersebut belum bisa meng-cover seluruh
kegiatan Asuransi Syariah. Asuransi syariah menghilangkan unsur garar, maisir,
dan riba dengan cara menerapkan beberapa Akad dan prinsip yang dibenarkan
secara syar’i. Akad yang digunakan dalam Asuransi Syariah terdiri dari akad

tijarah dan akad tabarru. Asuransi Syariah juga menerapkan konsep ta’awun

? Agustianto, Syariah Economic Study, Makalah disampaikan dalam acara Seminar
dan Lokakarya Mencari Format Ideal Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
diselenggarakan oleh Tim Penyusun Kompilasi Ekonomi Syariah Mahkamah Agung RI
pada tanggal 20 November 2006 di Hotel Grand Alia Cikini.



untuk membantu peserta yang mengalami musibah melalui mekanisme dana
tabarru’. Asuransi Syariah memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya
dengan Asuransi konvensional yang salah satunya adalah dengan adanya Dewan
Pengawas Syariah yang berfungsi mengawasi prinsip operasional yang digunakan,
produk yang ditawarkan dan kebijakan investasi yang dilakukan oleh manajemen

Asuransi Takaful ( Syariah ).

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang
Pedoman Umum Asuransi Syariah, telah ditetapkan bahwa Akad yang dilakukan
antara peserta dengan perusahaan terdiri dari akad tijarah dan atau akad tabarru’.
Dalam akad tijarah, perusahaan bertindak sebagai muadharib (pengelola) dan
peserta bertindak sebagai Sshahibul mal (pemegang polis), dan dalam akad
tabarru’, peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong
peserta lain yang terkena musibah, sedangkan perusahaan bertindak sebagai
pengelola dana. Perusahaan Asuransi Syariah memperoleh bagi hasil dari
pengelolaan dana yang terkumpul atas dasar akad tijarah (mudharabah),dan dari
pengelolaan dana akad tabarru’ (hibah) perusahaan Asuransi Syariah memperoleh
ujrah (fee).

Isi dari fatwa tersebut yang menurut penulis perlu di-review menyangkut
besarnya ujrah atau fee yang tidak disebutkan secara jelas angkanya. Dalam
ketentuan khusus pada fatwa di atas hanya disebutkan bahwa Asuransi Syariah
berhak memperoleh ujrah atas pengelolaan dana tabarru yang besarnya tidak

dicantumkan dalam fatwa tersebut.

* Fatwa Dewan Syariah Nasional NO : 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum
Asuransi Syariah.



Untuk memperkuat hal ini, Dewan Syariah Nasional mengeluarkan
Fatwa tentang akad tabarru’ pada Asuransi Syariah. Berdasarkan Akad tersebut

dicantumkan di bagian empat, bahwa,

(1) dalam akad tabarru’ peserta memberikan dana hibah yang akan
digunakan untuk menolong peserta atau peserta lain yang tertimpa
musibah. (2) Peserta secara individu merupakan pihak yang berhak
menerima dana tabarru’ (mu’amman/mutabarra’ lahu) dan secara
kolektif selaku penanggung (mu’ammin/mutabarri’). (3) Perusahaan
Asuransi bertindak sebagai pengelola dana hibah, atas dasar akad
wakalah dari para peserta selain pengelolaan investasi. Dan dibagian
kelima dicantumkan bahwa, (1) pembukuan dana tabarru’ harus terpisah
dari dana lainnya. (2) Hasil investasi dari dana tabarru’menjadi hak
kolektif peserta dan dibukukan dalam akun tabarru’. (3) Dari hasil
investasi, perusahaan Asuransi dapat memperoleh bagi hasil berdasarkan
Akad Mudharabah atau akad mudharabah musytarakah, atau
memperoleh ujrah (fee) berdasarkan akad wakalah bil ujrah.’

Di samping akad tabarru’,Dewan Syariah Nasional juga mengeluarkan
fatwa tentang akad wakalah bil ujrah, di antaranya dicantumkan dibagian keempat

poin ke enam, disebutkan bahwa,

perusahaan asuransi sebagai wakil tidak berhak memperoleh bagian dari
hasil investasi, karena Akad yang digunakan adalah akad wakalah. Dan
dibagian kelima poin kedua disebutkan bahwa, dalam pengelolaan
dana/investasi, baik dana tabarru’ maupun saving, dapat digunakan Akad
Wakalah Bil Ujrah dengan mengikuti ketentuan fatwa akad tersebut,
akad mudharabah dengan mengikuti ketentuan fatwa mudharabah, atau
akad mudharabah musytarakah dengan mengikuti ketentuan fatwa
mudharabah musytarakah.

Namun sepertinya ketentuan yang tercantum pada bagian 4 (empat) dari
Fatwa Dewan Syariah Nasional tersebut menjadi kontraproduktif apabila
ditelusuri bagian selanjutnya, yaitu pada bagian 5 (Lima) yang mengatur tentang

Investasi. Di poin 2 (Dua) bagian 5 (Lima) dijelaskan sebagai berikut :

* Fatwa Dewan Syariah Nasional NO : 53/DSN-MUI/X/2006 tentang Akad Tabarru’
pada Asuransi Syariah.



“Dalam pengelolaan dana/investasi, baik dana tabarru’ maupun saving,
dapat digunakan akad wakalah bil ujrah dengan mengikuti ketentuan
seperti di atas, akad mudharabah dengan mengikuti fatwa mudharabah,
atau akad mudharabah musytarakah dengan mengikuti ketentuan fatwa
mudharabah musytarakah.”

Isi penjelasan bagian 5 tersebut jika kita konfrontasikan dengan bagian 4
terdapat ketidaksinkronan menyangkut hak operator takaful atas dana investasi
peserta. Di bagian 4 terdapat pembatasan ruang gerak operator takaful dengan
melarangnya untuk mengambil dana investasi plus hasil investasi milik peserta,
sementara dalam bagian 5, ruang kebebasan hak operator yang telah disebutkan di
bagian keempat tadi menjadi terbuka kembali dengan adanya peluang untuk
mengaplikasikan akad-akad lain selain wakalah. Sebagai gambaran umum, akad
mudarabah merupakan bentuk akad yang bersifat bisnis (for profit transaction)
yang memungkinkan pihak operator untuk mendapatkan bagian atau porsi
tertentu, baik dari hasil investasi (melalui profit sharing) maupun dari surplus
underwriting (melalui surplus sharing) dengan menectapkan nisbah tertentu yang
disepakati, misalnya 60:40 atau 70:30. Sehingga dalam hal ini terdapat
kemungkinan bagi operator untuk menerapkan 2 (dua) akad sekaligus, yaitu akad
wakalah bil ujrah + akad mudharabah atau wakalah bil ujrah + mudharabah

musytarakah.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, maka dapat

dirumuskan pokok masalah sebagai berikut :

® Fatwa Dewan Syariah Nasional NO : 52/DSN-MUI/X/2006 tentang Akad Wakalah
Bil Ujrah pada Asuransi Syariah.



1.

Apakah dalam konstruksi akad asuransi syariah, merupakan bentuk akad
ganda atau tidak ?
Bagaimana perspektif hukum Islam tehadap transaksi berganda dalam

asuransi syariah ?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berangkat dari rumusan masalah di atas, secara garis besar penulisan ini

mempunyai tujuan sebagai berikut :

Il

Untuk mengetahui konstruksi akad dalam fatwa-fatwa Dewan Syariah

Nasional, apakah merupakan bentuk multi akad atau bukan.

Memberikan penjelasan tentang multi akad dan hukumnya dalam
perspektif hukum Islam.

Adapun kegunan dari penulisan ini adalah :
Sebagai bahan pertimbangan bagi kami khususnya dan bagi kaum
muslimin umumnya dalam keabsahan pengunaan akad untuk bertransaksi.

Adapun bagi dunia akademis, hasil penelitian ini kiranya dapat digunakan

untuk menambah khasanah keilmuan dalam bidang Asuransi Syariah.

D. Telaah Pustaka

Penyusun belum menemukan tulisan ilmiah yang berbentuk skripsi atau

karya ilmiah lainnya yang mengangkat tinjauan tentang konstruksi Akad Asuransi

dalam fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majlis Ulama Indonesia. Namun
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yaitu karya siti alosh farchaty “ Asuransi dalam Islam ( studi pandangan
Muhammad muslehuddin )” dan karya rohmad hadi saputro “ asuransi syariah di
indonesia ( suatu studi kasus di PT Asuransi takaful umum di semarang )”, dan
penyusun menghimpun dari berbagai sumber karya ilmiah yang bisa dijadikan
rujukan dan bisa membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Dalam beberapa kitab dan karya ilmiah yang menjelaskan tentang
masalah keabsahan penggunaan akad dalam suatu transaksi, diantaranya dalam
kitab Masadir Al-Haqq Fi- al- Fikh al- Islami karya Abdul Razak As- Sanhuri dan
kitab Al-‘uqid al-Maliyah al- Murakkabah karya Abdullah bin Muhammad al-
‘Imrani.

Bahasan tentang akad dalam operasionalisasi Asuransi Syariah terdapat
dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majlis Ulama Indonesia No.21/DSN-
MUI/X/2001 yang bertujuan sebagai panduan awal operasional Asuransi Syariah
di Indonesia, namun fatwa tersebut dinilai sifatnya masih sangat umum sehingga
perlu dilengkapi dengan fatwa yang lebih rinci, disisi lain, perlu mendapatkan
perhatian dalam masalah Asuransi Syariah adalah sistem operasional dan akad
yang digunakan dalam kegiatan Asuransi Syariah. Pada masalah akad banyak
ditemukan dalam operasional Asuransi Syariah yang tidak didasari pada satu

Akad saja, tetapi lebih banyak menggunakan gabungan dari beberapa akad.’

7 Agustianto, Syariah Economic Study, Makalah disampaikan dalam acara Seminar
dan Lokakarya Mencari Format Ideal Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
diselenggarakan oleh Tim Penyusun Kompilasi Ekonomi Syariah Mahkamah Agung RI
pada tanggal 20 November 2006 di Hotel Grand Alia Cikini.



Adapun fatwa-fatwa lain yang diperlukan dalam asuransi adalah sebagai
berikut : fatwa NO.53/DSN-MUI/II1/2006 tentang akad tabarru’ pada asuransi,
Fatwa NO.52/DSN-MUI/I11/2006 tentang akad wakalah bil ujrah pada asuransi
dan reasuransi syariah, fatwa DSN-MUI No. 51/DSN-MUI/II1I/2006 tentang akad

mudharabah musytarakah.

Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional tersebut sangat diperlukan, karena
Fatwa-fatwa tersebut dijadikan panduan operasional Asuransi Syariah di
Indonesia. Dalam hal ini, Asuransi dapat diterima dan dijalankan setelah melalui
penyesuaian-penyesuaian melalui proses “Islamisasi”. Praktek yang tidak sesuai
dengan Islam dikeluarkan dalam operasional kegiatan Asuransi, seperti praktek
riba (bunga), maisir, dan garar. Oleh karena bahasan dalam penulisan ini menjadi
sesuatu yang perlu untuk mengembangkan wacana dan selanjutnya diharapkan
dapat ditindaklanjuti dalam rangka keabsahan proses-proses Islamisasi.

Dari sini, penyusun mengerti betapa pentingnya berasuransi, dan perlu
mendapat perhatian dalam masalah asuransi syariah adalah sistem operasional dan
akad yang digunakan dalam kegiatan Asuransi Syariah. Sepengetahuan penyusun,

hal itu belum dibahas dalam bentuk skripsi.

E. Kerangka Teoretik
Allah menciptakan manusia di muka bumi sebagai khalifah (wakil Allah)
yang bertugas untuk memakmurkan kehidupan di muka bumi. Sebagai makhluk

yang lemah, manusia harus senantiasa sadar bahwa keberada-annya tidak akan
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mampu hidup sendiri tanpa bantuan orang lain atau sesamanya. Solusinya adalah

firman Allah Swt. dalam QS. Al-Maidah [5]: 2:
A O) )58 5 ) gl g AT o Vs glad Vg s 8l g Ll (e ) giglaig
REREFL VIR

Dengan ayat ini, manusia dituntun oleh Allah Swt. agar selalu berbuat
tolong-menolong (ta’awun) antar sesamanya dalam kebaikan dan didasari atas
nilai takwa kepada Allah Swt. Hal ini merupakan satu prinsip dasar yang harus
dipegangi manusia dalam menjalani kehidupannya di atas permukaan bumi ini.
Dengan saling melakukan tolong-menolong (ta’awun), manusia telah
menjalankan satu fitrah dasar yang diberikan Allah Swt. kepadanya. Prinsip dasar

inilah yang menjadi salah satu nilai filosofi dari berlakunya asuransi syariah.

Dalam hal ini manusia ditugaskan hanya mengatur bagaimana cara
mengelola kehidupannya agar mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat

(sa’aaah ad-daraini), seperti firman Allah Swt. dalam QS. al-Baqarah [2]: 201.
O Glde LB g Al 5AY) g Adua Loal) B LT Uy ) J g8y (e agiag

Adapun salah satu caranya adalah dengan menyiapkan bekal (proteksi)
untuk kepentingan di masa datang agar segala sesuatu yang bernilai negatif, baik
dalam bentuk musibah, kecelakaan, kebakaran ataupun kematian, dapat
diminimalisir kerugiannya. Hal semacam ini telah dicontohkan oleh Nabi Yusuf

secara jelas dalam menakwilkan mimpi Raja Mesir tentang tujuh ekor sapi betina

% ( Al-Maidah [5[: 2).

? (Al-Bagarah [2]: 201)
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yang gemuk dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus. Firman Allah Swt.

dalam QS. Yusuf [12]: 46-49

G I EWTE BV ST P DWGH - T ST | g YEYON | P G g
Crtinn s (g3 JB () salay aglal Gl ) sl ol by JAT5 et
gl amy e (Sl oS Lo S ) Al 8o g M wiaan Lad L
Cilig 438 ale b 2ay o Sl &L shuan Laa DU V) el aladd La (IS 2o

0 . .
9 pary 4 g il

Ayat di atas memberikan pelajaran berharga bagi manusia pada saat ini
yang secara ekonomi dituntun agar mengadakan persiapan secara matang untuk
menghadapi masa-masa yang sulit jikalau menimpanya pada waktu yang akan
datang. Praktek asuransi ataupun bisnis pertanggungan dewasa ini telah
mengadopsi semangat yang timbul dari nilai-nilai yang telah berkembang sejak
zaman dahulu dan ada bersamaan dengan kehadiran manusia. Paling tidak
terekam melalui cerita Nabi Yusuf di atas dan penjelasan dalam Al-Qur’an atau
Sunnah Nabi Muhammad Saw.

Jadi, prinsip dasar inilah yang menjadi tolok ukur dari nilai filosofi
Asuransi syariah yang berkembang pada saat ini. Yaitu dalam bentuk semangat
tolong-menolong, bekerjasama, proteksi terhadap peril (peristiwa yang membawa

kerugian)dan keabsahan akad yang digunakan dalam Asuransi Syariah.

1 (Yusuf[12]: 46-49).
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Namun dalam operasional Asuransi Syariah harus diperhatikan dalam

penggunaan Akad. Ibn Mas’ud menuturkan bahwa Nabi saw pernah bersabda:
gl s dihn d piiin e 4l J ) g

Makna shafqatayn fi shafgatin wahidah adalah wujud ‘agdayn fi ‘aqdin
wahidin (adanya dua akad dalam satu akad). Dalam hadits yang lain Beliau

pernah bersabda:

lz‘ﬂﬁbu&d

Menurut para fukaha, larangan hadis ini diantaranya mencakup adanya
bai’ wa syarth yaitu salah satu pihak dalam akad bai’-nya mensyaratkan kepada
pihak lain akad/transaksi lain baik utang, sewa, kontrak kerja, bay’ lainnya, atau
yang lain. Dalam hadis tersebut Nabi saw menyatakan “/a yahillu (tidak halal)”.
Ini adalah qarinah jazim yang menunjukkan bahwa apa yang dilarang itu adalah
haram, karena lafal “tidak halal” maknanya adalah haram. Dengan demikian akad
yang di dalamnya terjadi dua transaksi atau disyaratkan akad/transaksi lain,

merupakan akad/transaksi yang batil.

' Imam Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal, Musnad Ahmad, ( Beirut: Dar al-Thyai al-
‘Araby, 1414 H), I, hal. 178.

12 Imam Muslim, Sahih Muslim, III, hal. 1208, juga Imam Bukhari, Sahth al-Bukhary,
111, hal. 99.
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Suatu akad (perjanjian) tidak cukup hanya ada secara faktual, tetapi
keberadaannya juga harus sah secara syar’i (yuridis) agar akad tersebut dapat
melahirkan akibat-akibat hukum yang dikehendaki oleh para pihak yang
membuatnya. Untuk suatu akad harus memenuhi unsur-unsur pokok dan syarat-
syarat yang ditentukan oleh hukum. Hanya saja syarat-syarat akad itu beragam

macamnya.'

F. Metode Penelitian

Setiap kegiatan ilmiah, memerlukan suatu metode yang sesuai dengan
makalah yang dikaji, karena metode merupakan cara bertindak agar kegiatan
penelitian bisa terlaksana secara rasional dan terarah demi mendapatkan hasil
yang maksimal.'"* Untuk mempermudah dalam proses penelitian dan
pengumpulan data yang akurat dan relevan guna menjawab permasalahan yang
muncul dalam skripsi ini, maka penyusun menggunakan metode penelitian
sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk menyusun skripsi ini adalah
penelitian pustaka (Library research), dengan menjadikan bahan pustaka
sebagai sumber data utama, artinya data-data yang dikumpulkan berasal
dari kepustakaan baik berupa buku-buku, kitab-kitab atau karya-karya

yang sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti.

" Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
2007), him.242.

'* Anton Bakker, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Kanisius, 1992) hlm. 10.
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. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penyusun dalam penelitian ini
adalah deskriptitif analitik, yaitu menguraikan dan membahas secara
sistamatis dan terperinci tentang asuransi syariah. Dalam konteks ini
penulis akan menguraikan dan menggambarkan bagaimana pengertian
Asuransi dan operasionalnya menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional.
Selanjutnya penulis akan menganalisa bagian-bagian dari isi fatwa Dewan

Syariah Nasional tentang asuransi yang penulis anggap masih bermasalah.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Yuridis-
normatif. Pendekatan yuridis untuk melihat objek hukumnya, karena
menyangkut dengan produk perundang-undangan, yaitu mengenai Fatwa-
fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Asuransi Syariah dan merujuk
kepada landasan normatif yang berupa nash (Al-Qur’an dan As-

Sunnah)dan pendapat para ulama.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dilakukan untuk mengumpulkan data yang diperlukan
adalah melalui penelitian pustaka, dengan cara mengkaji, menganalisis
serta menelaah berbagai buku, kitab, undang-undang, tulisan atau jurnal

yang mempunyai relevansi dengan objek pembahasan ini.

5. Analisa Data

Untuk menganalisa data, digunakan Analisis Kualitatif melalui metode

berfikir:
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A. Deduksi, yakni metode yang bertitik tolak pada data-data yang
universal (umum), kemudian diaplikasikan kedalam satuan-satuan
yang singular (khusus/bentuk tunggal) dan mendetail."”> Dalam
penelitian ini menguraikan tentang Asuransi konvensional dan
Asuransi Syariah, kemudian dikorelasikan dengan Fatwa Dewan
Syariah Nasional NO:21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum
Asuransi Syariah.

BRIt =maitu penelitian dengan jalan mengumpulkan data,
mengklasifikasikannya, menganalisis dan menginterpretasikannya.'®
Dalam penelitian ini, penyusun menganalisis Fatwa Dewan Syariah
Nasional NO:21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum
Asuransi  Syariah, kemudian mengkhususkan penulisan pada
permasalahan yang muncul, yaitu dalam menetapkan pembagian hasil
dari pengelolaan dana investasi Akad Tabarru’dan menjabarkan

pendapat-pendapat para Ulama’ sebagai bahan pertimbangan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam pemahaman skripsi serta agar lebih

sistematis, skripsi ini disusun terdiri dari empat bab yang terdiri dari beberapa sub

'> Anton Bakker, Metode-metode Filsafat, cet. I (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984),
hlm.17.

' Winarno Surakhmad, Pengantar Penelitian limiah Dasar, Metode dan Teknik,
(Bandung: Tarsito, 1980), him.147
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bab bahasan. Keempat bab ini disusun dengan sistematika pembahasan sebagai

berikut :

Bab I Pendahuluan, bab ini terdiri dari latar belakang masalah, pokok
masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik,

metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi tentang gambaran umum akad dan multi akad yang
menguraikan tentang pengertian akad, syarat dan rukunnya, serta pengertian multi

akad, jenis dan modelnya.

Bab III membahas tentang Pedoman Fatwa Dewan Syariah Nasional
Majelis Ulama Indonesia dan Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional tentang
Asuransi Syariah.

Bab IV, merupakan inti dari penyusunan skripsi ini. Bab ini mencoba
menganalisis tentang konstruksi beberapa akad Asuransi dalam Fatwa-fatwa
Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, apakah merupakan bentuk

multi akad. Dan bagaimana hukumnya dalam konstruksi akad tersebut.

Bab V, penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran-saran.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah penyusun paparkan di muka,
dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Konstruks beberapa akad asurans dalam Fatwa-fatwa Dewan Syariah
Nasional Maelis Ulama Indonesia, yaitu akad tijarah (mudarabah), akad
Tabarru’ (hibah), akad wakalah bil ujrah, dan akad mudarabah musytarakah,
merupakan himpunan akad-akad dari satu akad asuransi, dan termasuk
kategori akad ganda (al- ’ugqdd al-murakkabah), dengan jenis akad “al-’uqdd
al-mujtami’ah” yaitu terhimpunnya dua akad atau lebih yang memiliki akibat
hukum yang berbeda, seperti terhimpunnya akad tijarah dengan akad tabarru’
yang memiliki implikasi dan akibat hukum yang berbeda dan jenis akad “al-
’uqdd al-muta’addidah” yaitu penghimpunan beberapa akad yang antara satu
dengan lainnya berdiri sendiri-sendiri. Akad muta’addidah memiliki makna
yang lebih umum, karena mengandung persoaan-persoalan yang tidak
termasuk dalam tujuan multi akad, seperti berbilangnya dua pihak,objek dan
lainnya.

2. Hukum akad ganda sah dan diperbolehkan berdasarkan atas prinsip hukum
asal dari akad adalah boleh dan hukum akad ganda digiyaskan dengan hukum

akad-akad yang membangunnya, serta didasarkan atas pertimbangan
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kesesuaian dengan tujuan syariah (maesid—ggriah), yaitu adanya kemudahan
dalam muamalah, keringanan dalam beban, dan memberi peluang inovasi.
Kebolehan multi akad juga didasarkan atas pertimbangan relevansi dengan
perkembangan zaman dan kebutuhan manusia akan transaksi dan akad-akad
modern, serta terhimpunnya akad tersebut memiliki akibat hukum yang
berbeda, seperti terhimpunnya akad tijarah dengan akad tabarru’ yang
memiliki implikasi dan akibat hukum yang berbeda, karena akad tijarah
merupakan bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial, sedangkan
akad tabarru’ dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan

semata-mata untuk tujuan komersial

B. Saran-saran

Problematika mengenai keabsahan multi akad ini muncul bukan tanpa
sebab. Sekurangnya tiga buah hadits Nabi secara lahiriah (ma’na zahin—
menunjukkan larangan penggunaan multi akad. Misalnya, hadis tentang larangan
untuk melakukan bai’ dan salaf, larangan bai’ataini fi bai’atin, dan shafqataini fi
shafgatin. Dengan adanya hadis-hadis tersebut kiranya sangat waar jika timbul
pertanyaan, apakah produk-produk keuangan syariah yang menggunakan multi
akad dapat dipandang memenuhi prinsip syariah atau sebaliknya.

Tulisan sederhana ini tidak dimaksudkan untuk menganalisis secara
lengkap dan tafshil terhadap produk-produk dimaksud melainkan hanya sekedar
akan membincang apa dan bagaimana sebenarnya konsep akad ganda, akad ganda

seperti apa yang memenuhi prinsip syariah, dan tentu saja apa yang dumaksudkan



73

oleh Nabi dengan hadis-hadisnya tersebut, sebagai bahan diskusi. Oleh Karen itu,
penyusun mengajukan adanya sosidisas dari lembaga-lembaga syariah,
khususnya Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengenai konsep
akad ganda yang memenuhi prinsip Syariah.

Akhirnya melalui bab ini, penyusun mengharapkan tegur sapa dari
segenap pembaca, karena penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi
ini tidak sepi dari kekurangan dan keal paan serta kekeliruan interpretasi, penyusun

berharap kepada pembaca untuk mengajukan kritik dan saran-sarannya.
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LAMPIRAN 1

TERJEMAHAN

BAB | Haaman | Footnote Terjemahan

10 8 Dan  tolong-menolonglah  kamu  dalam
(mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan
tolong-menolong dalan  berbuatdosa dan
permusuhan. Dan bertakwalah kamu kepada
Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya.

10 9 Dan di antara mereka ada orang yang berdo'a
"Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia
dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari
siksaneraka'.

11 10 “yusuf, hai orang yang amat dipercaya,
terangkanlah kepada kami tentang tujuh ekor
sapi betina yang gemuk-gemuk yang dimakan
oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan
tujuh butir (gandum) yang hijau dan (tujuh) yang
kering agar akukembali kepada orang-orang itu,
agar mereka mengetahuinya’

Yusuf berkatar “ supaya kamu bertyanam tujuh
tahun (lamanya) sebagaimana biasa, maka apa
yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan
didulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan.
Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun
yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang
kamu simpan untuk menghadapinya(tahun sulit),
kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu
simpan. Kemudian setelah itu akan datang tahun
yang padanya manusia diberi hujan (dengan
cukup) dan dimasa itu mereka memeras anggur.

12 11 Rasulullah melarang dua transaksi dalam satu
transaksi
12 12 Tidak halal sdaf dan jua beli, tidak hala dua

syarat dalam satu jual beli, tidak hala
keuntungan selama (barang) belum didalam
tanggungan dan tidak hala menjual apa yang
bukan milikmu

57 2 Waha orang-orang yang beriman penuhilah
olehmu akad-akad
58 3 Hai orang-orang beriman janganlah kalian

memakan harta-harta di antara kalian secara
tidak benar kecuali atas dasar perniagaan dengan




didasari saling reladi antarakalian

59 4 Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan
riba

60 5 Barangsiapa melampaui  ketentuan-ketentuan
Allah, maka merekal ah orang-orang yang dhalim

60 6 Pada hari ini telah Aku sempurnakan untukmu
agamamu

63 8 Rasulullah melarang jual beli dan pinjaman

65 11 Rasulullah melarang dua jual beli dalam satu jual

beli




LAMPIRAN 11

FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL
NO: 21/DSN-MUI/X/2001
Tentang PEDOMAN UMUM ASURANSI SYARI’AH

Menimbang :

Mengingat :

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : FATWA TENTANG PEDOMAN UMUM ASURANSI
SYARI’AH

Pertama : Ketentuan Umum

1. Asurans Syariah (Ta’min, Takaful atau Tadhamun) adalah usaha saling
melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui
investasi dalam bentuk aset dan / atau tabarru’ yang memberikan pola
pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan)
yang sesuai dengan syariah.

2. Akad yang sesuai dengan syariah yang dimaksud pada point (1) adalah
yang tidak mengandung gharar (penipuan), maysir (perjudian), riba, zhulm
(penganiayaan), risywah (suap), barang haram dan maksiat.

3. Akad tijarah adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan
komersial.

4. Akad tabarru’ adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan
kebajikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial.

5. Premi adalah kewajiban peserta Asuransi untuk memberikan sgjumlah

dana kepada perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.



6. Klaim adalah hak peserta Asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan
asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

Kedua: Akad dalam Asuransi

1. Akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri atas akad
tijarah dan / atau akad tabarru'.

2. Akad tijarah yang dimaksud dalam ayat (1) adalah mudharabah.
Sedangkan akad tabarru’ adalah hibah.

3. Daam akad, sekurang-kurangnya harus disebutkan :

1. hak & kewgjiban peserta dan perusahaan;

2. caradan waktu pembayaran premi;

3. jenisakad tijarah dan / atau akad tabarru’ serta syarat-syarat yang
disepakati, sesuai dengan jenis asurans yang diakadkan.

Ketiga: Kedudukan Para Pihak dalam Akad Tijarah & Tabarru’

1. Dalam akad tijarah (mudharabah), perusahaan bertindak sebagai
mudharib (pengelola) dan peserta bertindak sebagai shahibul mal
(pemegang polis);

2. Daam akad tabarru’ (hibah), peserta memberikan hibah yang akan
digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan
perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah.

Keempat : Ketentuan dalam Akad Tijarah & Tabarru’

1. Jenis akad tijarah dapat diubah menjadi jenis akad tabarru’ bila pihak yang
tertahan haknya, dengan rela melepaskan haknya sehingga menggugurkan
kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya.

2. Jenis akad tabarru' tidak dapat diubah menjadi jenis akad tijarah.

Kelima: Jenis Asuransi dan Akadnya



1. Dipandang dari segi jenisasuransi itu terdiri atas asuransi kerugian dan
asurans jiwa.

2. Sedangkan akad bagi kedua jenis asuransi tersebut adalah mudharabah dan
hibah.

Keenam : Premi

1. Pembayaran premi didasarkan atas jenis akad tijarah dan jenis akad
tabarru'.

2. Untuk menentukan besarnya premi perusahaan asuransi syariah dapat
menggunakan rujukan, misalnyatabel mortalita untuk asurans jiwa dan
tabel morbidita untuk asuransi kesehatan, dengan syarat tidak
memasukkan unsur riba dalam penghitungannya.

3. Premi yang berasal dari jenis akad mudharabah dapat diinvestasikan dan
hasi| investasinya dibagi-hasilkan kepada peserta.

4. Premi yang berasal dari jenis akad tabarru' dapat diinvestasikan.

Ketujuh : Klaim

1. Klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian.

2. Klaim dapat berbeda dalam jumlah, sesuai dengan premi yang dibayarkan.

3. Klaim atas akad tijarah sepenuhnya merupakan hak peserta, dan
merupakan kewajiban perusahaan untuk memenuhinya.

4. Klaim atas akad tabarru’, merupakan hak peserta dan merupakan

kewajiban perusahaan, sebatas yang disepakati dalam akad.

Kedelapan : Investasi

1. Perusahaan selaku pemegang amanah wajib melakukan investasi dari dana
yang terkumpul.

2. Investas wajib dilakukan sesuai dengan syariah.

Kesembilan : Reasuransi



Asurans syariah hanya dapat melakukan reasuransi kepada perusahaan
reasuransi yang berlandaskan prinsip syari‘ah.

Kesepuluh : Pengelolaan

1. Pengelolaan asuransi syariah hanya boleh dilakukan oleh suatu lembaga
yang berfungsi sebagai pemegang amanah.

2. Perusahaan Asuransi Syariah memperoleh bagi hasil dari pengelolaan dana
yang terkumpul atas dasar akad tijarah (mudharabah).

3. Perusahaan Asuransi Syariah memperoleh ujrah (fee) dari pengelolaan
danaakad tabarru’ (hibah).

Kesebelas : Ketentuan Tambahan

1. Implementas dari fatwaini harus selalu dikonsultasikan dan diawasi oleh
DPS.

2. Jikasaah satu pihak tidak menunaikan kewgjibannya atau jika terjadi
perselisihan di antara para pihak, maka penyel esaiannya dilakukan melalui
Badan Arbitrasi Syari’ ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui
musyawarah.

3. Fatwaini berlaku sgjak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jikadi
kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan
disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 17 Oktober 2001



FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL
NO: 53/DSN-MUI/I11/2006
Tentang AKAD TABARRU’
PADA ASURANSI DAN REASURANSI SYARIAH

Menimbang :

Mengingat :

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : FATWA TENTANG AKAD TABARRU’ PADA ASURANS
DAN REASURANSI SYARIAH

Pertama : Ketentuan Hukum

1. Akad Tabarru’ merupakan akad yang harus melekat pada semua produk
asuransi.

2. Akad Tabarru' pada asuransi adalah semua bentuk akad yang dilakukan
antar peserta pemegang polis.

3. Asurans syariah yang dimaksud pada point 1 adalah asuransi jiwa,

asuransi kerugian dan reasuransi.
Kedua: Ketentuan Akad

1. Akad Tabarru’ pada asuransi adalah akad yang dilakukan dalam bentuk
hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong antar peserta, bukan
untuk tujuan komersial.

2. Dalam akad Tabarru’, harus disebutkan sekurang-kurangnya:

1. hak & kewagjiban masing-masing peserta secaraindividu;
2. hak & kewajiban antara peserta secara individu dalam akun
tabarru’ selaku peserta dalam arti badan/kelompok;

3. caradan waktu pembayaran premi dan klaim;



4. gyarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan jenis asurans
yang diakadkan.

Ketiga: Kedudukan Para Pihak dalam Akad Tabarru’

1. Daam akad Tabarru’, peserta memberikan dana hibah yang akan
digunakan untuk menolong peserta atau peserta lain yang tertimpa
musibah.

2. Peserta secaraindividu merupakan pihak yang berhak menerima dana
tabarry’ (mu’amman/mutabarra’ lahu) dan secara kolektif selaku
penanggung (mu’ammin/mutabarri’).

3. Perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana hibah, atas dasar
akad Wakalah dari para peserta selain pengelolaan investasi.

Keempat : Pengelolaan

1. Pembukuan dana Tabarru’ harus terpisah dari danalainnya.

2. Hasil investasi dari danatabarru’ menjadi hak kolektif peserta dan
dibukukan dalam akun tabarru’.

3. Dari hasil investasi, perusahaan asuransi dapat memperoleh bagi hasil
berdasarkan akad Mudharabah atau akad Mudharabah Musytarakah, atau
memperoleh ujrah (fee) berdasarkan akad Wakalah bil Ujrah.

Kelima: Surplus Underwriting

1. Jikaterdapat surplus underwriting atas dana tabarru’, maka boleh
dilakukan beberapa alternatif sebagai berikut:

1. Diperlakukan seluruhnya sebagai dana cadangan dalam akun
tabarru’.

2. Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dibagikan sebagian
lainnya kepada para peserta yang memenuhi syarat

aktuaria/mang emen risiko.



3. Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dapat dibagikan
sebagian lainnya kepada perusahaan asuransi dan para peserta
sepanjang disepakati oleh para peserta.

2. Pilihan terhadap salah satu alternatif tersebut di atas harus disetujui
terlebih dahulu oleh peserta dan dituangkan dalam akad.

Keenam : Defisit Underwriting

1. Jikaterjadi defisit underwriting atas danatabarru’ (defisit tabarru’), maka
perusahaan asuransi wajib menanggulangi kekurangan tersebut dalam
bentuk Qardh (pinjaman).

2. Pengembalian dana gardh kepada perusahaan asuransi disisihkan dari dana
tabarru’.

Ketujuh : Ketentuan Penutup

1. Jikasalah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi
perselisihan di antara para pihak, maka penyel esaiannya dilakukan melalui
Badan Arbitrase Syari’ ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui
musyawarah.

2. Fatwaini berlaku sgjak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jikadi
kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan
disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 23 Shafar 1427 / 23 Maret 2006



FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL
NO: 50/DSN-MUI/I11/2006
Tentang AKAD MUDHARABAH MUSYTARAKAH

Menimbang :

Mengingat :

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : FATWA TENTANG AKAD MUDHARABAH MUSYTARAKAH

Pertama : Ketentuan Umum

Mudharabah Musytarakah adalah bentuk akad Mudharabah di mana
pengelola (mudharib) menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama
investasi.

Kedua: Ketentuan Hukum

Mudharabah Musytarakah boleh dilakukan oleh Lembaga K euangan
Syari’ ah (LKS), karena merupakan bagian dari hukum Mudharabah.

Ketiga: Ketentuan Akad

1. Akad yang digunakan adalah akad Mudharabah Musytarakah, yaitu
perpaduan dari akad Mudharabah dan akad Musyarakah.

2. LKS sebagai mudharib menyertakan modal atau dananya dalam investasi
bersama nasabah.

3. LKSsebagai pihak yang menyertakan dananya (musytarik) memperoleh
bagian keuntungan berdasarkan porsi modal atau yang disertakan.



4. Bagian keuntungan sesudah diambil oleh LKS sebagai musytarik dibagi
antara LK S sebagai mudharib dengan nasabah dana sesuai dengan nisbah
yang disepakati.

5. Apabilaterjadi kerugian maka LK S sebagai musytarik menanggung

kerugian sesuai dengan porsi modal atau danayang disertakan.

Keempat : Ketentuan Penutup

1. Jikasalah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi
perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui
Badan Arbitrase Syari’ ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui
musyawarah.

2. Fatwaini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di
kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan

disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 23 Shafar 1427 / 23 Maret 2006



FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL
NO: 52/DSN-MUI/111/2006
Tentang AKAD WAKALAH BIL UJRAH
PADA ASURANSI DAN REASURANSI SYARIAH

Menimbang :

Mengingat :

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : FATWA TENTANG AKAD WAKALAH BIL UJRAH PADA
ASURANS|I DAN REASURANSI SYARIAH

Pertama : Ketentuan Umum

Dalam Fatwa ini, yang dimaksud dengan:

1. Asurans adalah asuransi jiwa, asurans kerugian dan reasuransi syariah;
2. Pesertaadalah peserta asuransi (pemegang polis) atau perusahaan asuransi

dalam reasurans syari’ ah.
Kedua: Ketentuan Hukum

1. Wakalah bil Ujrah boleh dilakukan antara perusahaan asuransi dengan
peserta.

2. Wakaah bil Ujrah adalah pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan
asuransi untuk mengelola dana peserta dengan pemberian ujrah (fee).

3. Wakalah bil Ujrah dapat diterapkan pada produk asuransi yang
mengandung unsur tabungan (saving) maupun maupun unsur tabarru’

(non-saving).



Ketiga: Ketentuan Akad

1. Akad yang digunakan adalah akad Wakalah bil Ujrah.
2. Objek Wakalah bil Ujrah meliputi antaralain:
1. kegiatan administrasi
pengelolaan dana
pembayaran klaim
underwriting
pengelolaan portofolio risiko

pemasaran

N o ok~ w DN

investasi
3. Daam akad Wakalah bil Ujrah, harus disebutkan sekurang-kurangnya:
1. hak dan kewajiban peserta dan perusahaan asuransi;
2. besaran, cara dan waktu pemotongan ujrah fee atas premi;
3. syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi
yang diakadkan

Keempat : Kedudukan dan Ketentuan Para Pihak dalam Akad Wakalah bil
Ujrah

1. Dalam akad ini, perusahaan asuransi bertindak sebagai wakil (yang
mendapat kuasa) untuk mengelola dana

2. Pesertasebagai individu dalam produk saving bertindak sebagai muwakkil
(pemberi kuasa)

3. Peserta sebagai suatu badan/kelompok, dalam akun tabarru’ bertindak
sebagai muwakkil (pemberi kuasa) untuk mengelola dana.

4. Wakil tidak boleh mewakilkan kepada pihak lain atas kuasa yang
diterimanya, kecuali atasizin muwakkil (pemegang polis);

5. Akad Wakalah adalah bersifat amanah (yad amanah) dan bukan
tanggungan (yad dhaman) sehingga wakil tidak menanggung risiko
terhadap kerugian investasi dengan mengurangi fee yang telah

diterimanya, kecuali karena kecerobohan atau wanprestasi.



6. Perusahaan asuransi sebagai wakil tidak berhak memperoleh bagian dari
hasi| investasi, karena akad yang digunakan adal ah akad Wakalah.

Kelima: Investasi

1. Perusahaan asuransi selaku pemegang amanah wajib menginvestasikan
danayang terkumpul dan investasi wajib dilakukan sesuai dengan syariah.

2. Dalam pengelolaan dana/investasi, baik danatabarru’ maupun saving,
dapat digunakan akad Wakalah bil Ujrah dengan mengikuti ketentuan
seperti di atas, akad Mudharabah dengan mengikuti ketentuan fatwa
Mudharabah, atau akad Mudharabah Musytarakah dengan mengikuti
ketentuan fatwa Mudharabah Musytarakah.

Keenam : Ketentuan Penutup

1. Jikasalah satu pihak tidak menunaikan kewagjibannya atau jika terjadi
perselisihan di antara para pihak, maka penyel esaiannya dilakukan melalui
Badan Arbitrase Syari’ ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui
musyawarah.

2. Fatwaini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jikadi
kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan

disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 23 Shafar 1427 / 23 Maret 2006
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